PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH
LAMPIRAN 1
DAFTAR LEMBAGA PEMERINGKAT YANG DIAKUI BANK INDONESIA
UNTUK DIGUNAKAN DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
Nama Lembaga Pemeringkat Peringkat
Setara BB
Lembaga PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) idBB-
Pemeringkat PT. Fitch Ratings Indonesia BB-(idn)
Dalam PT ICRA Indonesia [1dr1BB-
Negeri
Lembaga Moody’s Investors Service Ba3
Pemeringkat Standard & Poor’s BB-
Luar Negeri Fitch Ratings BB-
Japan Credit Rating Agency BB-
Rating and Investment Information Inc. BB-

KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN
EKONOMI DAN MONETER,
ttd.

JUDA AGUNG

{BN)

AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA, TEMPAT
PRAKTIK MANDIRI DOKTER, DAN TEMPAT

PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGl

(Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 46 Tahun 2015,
tanggal 29 Juni 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri
MENTER!I KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
Menimbang : Mengingat :
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
39 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Kementerian Negara (Lembaran Negara Repub-
Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat lik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tamba-
dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehat- han Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
an dasar secara berkesinambungan, perlu menetap- 4916);

kan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Akreditasi 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
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Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indcnhesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Noemor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambah-
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Kesehatan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun
2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jami-
nan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor & Tahun
2014 tentang Klinik {Berita Negara Republik In-
donesia Tahun 2014 Nomor 232);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun
2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Beri-
ta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA, TEM-
PAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER, DAN TEMPAT
PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:
1. Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tem-

pat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik
Mandiri Dokter Gigi yang selanjutnya disebut
Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh
lembaga independen penyelenggara Akreditasi
yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi
standar Akreditasi.

2. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya
disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kes-
ehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan
tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan

upaya promotif dan preventif, untuk mencapai
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya di wilayah kerjanya.

3. Klinik Pratama adalah fasilitas pelayanan kesehat-
an yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perseorangan dengan menyediakan pelayanan
medik dasar baik umum maupun khusus.

4. Tim Pendamping adalah Tim yang ditetapkan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk
melakukan pendampingan dan penilaian praakre-
ditasi serta pendampingan pascaakreditasi.

5. Pemerintah Pusat vyang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Re-
publik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang
bertanggung jawab di bidang pelayanan kesehat-
an.

Pasal 2
Pengaturan Akreditasi Puskesmas, Klinik

Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat

praktik mandiri dokter gigi bertujuan untuk:

a. meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan
pasien;

b. meningkatkan perlindungan bagi sumber daya ma-
nusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya,
serta Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik
mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter,
gigi sebagai institusi; dan

¢. meningkatkan kinerja Puskesmas, Klinik Pratama,

tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik
mandiri dokter gigi dalam pelayanan kesehatan
perseorangan dan/atau kesehatan masyarakat.

BAB Il
PENYELENGGARAAN AKREDITASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
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(1)

(2)

{3}

(4)

(2)

{2)

(3)

(4)

(1)

Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik
mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter
gigi wajib terakreditasi. '
Akreditasi Puskesmas dan Klinik Pratama seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan se-
tiap 3 (tiga) tahun.

Akreditasi tempat praktik mandiri dokter dan
tempat praktik mandiri dokter gigi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} ditakukan setiap 5 {lima)
tahun.

Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung,
memotivasi, mendorong, dan memperlancar
proses pelaksanaan Akreditasi Puskesmas, Klinik
Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tem-
pat praktik mandiri dokter gigi. .

Pasal 4

Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, tempat
praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri
dokter gigi dilakukan sesuai standar Akreditasi.
Standar Akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran |, Lampiran
Il, dan Lampiran I, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas, Klinik
Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tem-
pat praktik mandiri dokter gigi dilakukan melalui
tahapan:
a. survei Akreditasi; dan
b. penetapan Akreditasi.
Dalam menyelenggarakan Akreditasi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
pendampingan dan penilaian praakreditasi.
Puskesmas vyang telah terakreditasi wajib
mendapatkan pendampingan pascaakreditasi.
Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter,
dan tempat praktik mandiri dokter gigi yang telah
terakreditasi dapat mengajukan permohonan
pendampingan pascaakreditasi kepada dinas ke-
sehatan kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Survei Akreditasi
. Pasal 6 .
Survei Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat {1} huruf a merupakan kegiatan pe-

(2)

(1)

(2)

(3)

nilaian untuk mengukur tingkat kesesuaian terha-
dap standar Akreditasi.

Survei Akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dilakukan oleh surveior Akreditasi dari
lembaga independen penyelenggara Akreditasi
yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7
Surveior Akreditasi Puskesmas terdiri dari sur-
veior bidang administrasi dan manajemen, bidang
upaya kesehatan masyarakat, dan bidang upaya
kesehatan perseorangan.
Surveior Akreditasi Klinik Pratama, tempat prak-
tik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri
dokter gigi terdiri dari surveior bidang administra-
si dan manajemen, dan bidang upaya kesehatan
perseorangan.
Surveior Akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2} harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. bidang administrasi dan manajemen:

1. tenaga kesehatan dengan pendidikan pal-
ing rendah Strata Satu (S1) bidang kese-
hatan;

2. mempunyai pengalaman bekerja di Pusk-
esmas, mengelola program pelayanan kes-
ehatan dasar, dan/atau mengelola program
mutu pelayanan kesehatan dasar paling
singkat 3 (tiga) tahun; dan

3. memiliki sertifikat pelatihan surveior Akre-
ditasi yang diterbitkan oleh lembaga inde-
penden penyelenggara Akreditasi.

b. bidang upaya kesehatan masyarakat:

1. tenaga kesehatan dengan pendidikan pal-
ing rendah Strata Satu (S1) bidang kese-
hatan;

2. mempunyai pengalaman bekerja di Puskes-
mas dan/atau mengelola program pelayan-
an kesehatan dasar paling singkat 3 (tiga)
tahun; dan

3. memiliki sertifikat pelatihan surveior yang
diterbitkan oleh lembaga independen peny-
elenggara Akreditasi.

c. bidang upaya kesehatan perseorangan:

1. tenaga medis;

2. pernah bekerja di Puskesmas dan/atau
Klinik paling singkat 1 (satu) tahun; dan

3. memiliki sertifikat pelatihan surveior Akre-




(1}

{2}

| {3}

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

ditasi yang diterbitkan oleh lembaga inde-
penden penyelenggara Akreditasi.

Bagian Ketiga

Penetapan Akreditasi
Pasal 8

sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1} huruf b merupakan hasil
akhir survei Akreditasi oleh surveior dan kepu-
tusan rapat lembaga independen penyelenggara
Akreditasi.
Penetapan Akreditasi dilakukan oleh lembaga in-
dependen penyelenggara Akreditasi yang ditetap-
kan oleh Menteri.
Penetapan Akreditasi dibuktikan dengan sertifikat
Akreditasi. .

Penetapan Akreditasi

Pasal 9
Penetapan status Akreditasi Puskesmas terdiri
atas:
tidak terakreditasi;
terakreditasi dasar;
terakreditasi madya;
terakreditasi utama; atau
terakreditasi paripurna.
Penetapan status Akreditasi Klinik Pratama terdiri
atas:
a. tidak terakreditasi;
b. terakreditasi dasar;
¢. terakreditasi madya; atau
d. terakreditasi paripurna.
Penetapan status Akreditasi tempat praktik
mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter
gigi terdiri atas:
a. tidak terakreditasi; atau
b. terakreditasi.

® o0 oo

Pasal 10

Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik
mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dok-
ter gigi yang telah mendapatkan status Akredi-
tasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat
mencantumkan status Akreditasi di bawah atau
di belakang nama Puskesmas, Klinik Pratama,
tempat praktik mandiri dokter, atau tempat prak-
tik mandiri dokter gigi, dengan huruf lebih kecil.

Contoh pencantuman status Akreditasi seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

(1

(2)

{3}

{1)

(2)

(3)

(4)

(1)

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Pendampingan dan Penilaian Praakreditasi serta
Pendampingan Pascaakreditasi
Pasal 11
Pendampingan praakreditasi merupakan rang-
kaian kegiatan penyiapan Puskesmas, Klinik
Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tem-
pat praktik mandiri dokter gigi agar memenuhi
standar Akreditasi.
Penilaian praakreditasi merupakan kegiatan pe-
nilaian yang dilakukan setelah selesai pendamp-
ingan praakreditasi untuk mengetahui kesia-
pan Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik
mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter
gigi dalam melaksanakan survei Akreditasi.
Pendampingan dan penilaian praakreditasi seb-
agaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat (2)
dilakukan oleh Tim Pendamping.

Pasal 12
Pendampingan pascaakreditasi merupakan ke-
giatan untuk memelihara serta meningkatkan
pencapaian standar Akreditasi ber-
kesinambungan sampai dilakukan penikaian Akre-
ditasi berikutnya. :
Pendampingan pascaakreditasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilakukan bagi Puskesmas,
Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter,
atau tempat praktik mandiri dokter gigi yang telah
dinyatakan terakreditasi.
Kegiatan pendampingan pascaakreditasi dilaku-
kan setiap 1 (satu) tahun.
Pendampingan pascaakreditasi untuk Puskesmas,
Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter,
dan tempat praktik mandiri dokter gigi dilakukan
oleh Tim Pendamping.

secara

Bagian Kelima
Tim Pendamping
Pasal 13
Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (4) berasal
dari dinas kesehatan kabupaten/kota setempat
yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Business Mows 8754/ 1892045




(4)

{5}

(6)

Dalam hal keterbatasan sumber daya manusia
pada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat,
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat
merekrut tenaga pendamping yang berasal dari
fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidi-
kan, organisasi profesi, dan/atau masyarakat.

Tim Pendamping pada Puskesmas beranggotakan

_palfing sedikit 3 (tiga) orang yang masing-masing

membidangi administrasi dan manajemen, upaya
kesehatan masyarakat, dan upaya kesehatan
perseorangan.

Tim Pendamping pada Klinik Pratama, tem-
pat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik
mandiri dokter gigi beranggotakan paling banyak
2 (dua) orang yang masing-masing membidangi
administrasi dan manajemen, dan upaya kesehat-
an perseorangan.

Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5} harus memenubhi persyaratan
sebagai berikut:

a. bidang administrasi dan manajemen:

1. pendidikan paling rendah Diploma Tiga
(D3} bidang kesehatan;

2. mempunyai pengalaman bekerja di Pusk-
esmas, mengelola program pelayanan kes-
ehatan dasar, dan/atau mengelola program
mutu pelayanan kesehatan dasar paling
singkat 2 {dua) tahun; dan

3. lulus pelatihan pendamping Akreditasi
yang dibuktikan dengan sertifikat yang
diterbitkan oleh institusi pelatihan yang
terakreditasi.

b. bidang upaya kesehatan masyarakat:

1. pendidikan paling rendah Diploma Tiga
{D3) bidang kesehatan;

2. mempunyai pengalaman bekerja di Puskes-
mas dan/atau mengelola program pelayan-
an kesehatan dasar paling singkat 2 {(dua)
tahun; dan

3. lulus pelatihan pendamping Akreditasi
yang dibuktikan dengan sertifikat yang
diterbitkan oleh institusi pelatihan yang
terakreditasi

c. bidang upaya kesehatan perseorangan:

1. tenaga medis;

2. mempunyai pengalaman bekerja di Puskes-
mas dan/atau Klinik paling singkat 1 {satu)
tahun; dan
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(1)

{2)

(3

(1)

(2)

(3)

(4)

3. lulus pelatihan pendamping Akreditasi
yang dibuktikan dengan sertifikat yang
diterbitkan oleh institusi pelatihan yang
terakreditasi.

Pasal 14

Tim Pendamping bekerja atas perintah dan ber-

tanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota.

Dalam melakukan pendampingan dan penilaian

praakreditasi, Tim Pendamping bertugas sebagai

berikut:

a. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan secara
intensif kepada Puskesmas, Klinik Pratama,
tempat praktik mandiri dokter, dan tempat
praktik mandiri dokter gigi dalam rangka per-
siapan menuju penilaian praakreditasi; dan

b. melakukan penilaian praakreditasi untuk men-
getahui kelayakan Puskesmas, Klinik Pratama,
tempat praktik mandiri dokter, dan tempat
praktik mandiri dokter gigi untuk diusulkan
dalam penilaian Akreditasi.

Dalam melakukan pendampingan pascaakredita-

si, Tim Pendamping bertugas sebagai berikut:

a. mendampingi Puskesmas, Klinik Pratama,
tempat praktik mandiri dokter, dan tempat
praktik mandiri dokter gigi dalam melak-
sanakan perbaikan serta meningkatan kualitas
pelayanan; dan

b. menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan
oleh tim surveior Akreditasi.

BAB I
LEMBAGA INDEPENDEN
PENYELENGGARA AKREDITASI

Pasal 15
Lembaga independen penyelenggara Akreditasi
ditetapkan oleh Menteri.
Lembaga independen penyelenggara Akreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
mandiri dalam proses pelaksanaan, pengambilan
keputusan, dan penetapan status Akreditasi.
Lembaga independen penyelenggara Akreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} bertugas
melakukan survei dan penetapan status Akredi-
tasi.
Dalam melaksanakan survei dan penetapan sia-
tus Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat




{5)

(1)

{2)

(1)

(2)
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{3}, lembaga independen penyelenggara Akredi-
tasi harus berpedoman pada standar Akreditasi
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lembaga independen penyelenggara Akreditasi se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyu-
sun tata laksana penyelenggaraan Akreditasi yang
akuntabel dan dapat di akses oleh masyarakat.

Pasal 18

Lembaga independen penyelenggara Akreditasi
wajib melaporkan Puskesmas, Klinik Pratama,
tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik
mandiri dokter gigi yang telah diakreditasi kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembu-
san kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
berupa laporan triwulan dan tahunan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 17
Pendanaan penyelenggaraan Akreditasi, kegiatan
pendampingan dan penilaiah praakreditasi, serta
pendampingan pascaakreditasi pada Puskes-
mas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dok-
ter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi milik
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pendanaan penyelenggaraan Akreditasi, kegiatan
pendampingan dan penilaian praakreditasi, serta
pendampingan pascaakreditasi pada Klinik Prata-
ma, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat
praktik mandiri dokter gigi milik swasta/masyara-
kat dibebankan kepada pemilik Klinik Pratama,
tempat praktik mandiri dokter, dan tempat prak-
tik mandiri dokter gigi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Akreditasi sesuai tugas dan wewenang mésing-
masing.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin
akuntabilitas pelaksanaan Akreditasi dan kes-
inambungan upaya peningkatan mutu pelayanan
di Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik

{1

(2)

{3)

mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter
gigi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19
Dalam hal lembaga independen penyelenggara
Akreditasi belum ditetapkan oleh Menteri, sur--
vei dan penetapan status Akreditasi Puskesmas,
Klinik Pratama;, tempat praktik mandiri dokter,
dan tempat praktik mandiri dokter gigi dilak-
sanakan oleh Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehat-
an Tingkat Pertama yang dibentuk oleh Menteri.
Selain melaksanakan survei dan penetapan sta-
tus Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama bertugas memberikan kajian dan reko-
mendasi kepada Menteri dalam rangka penetapan
lembaga independen penyelenggara Akreditasi.
Lembaga independen penyelenggara Akreditasi
harus sudah terbentuk paling lambat 4 (empat)
tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

gal diundangkan.

{ Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2015
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMQR 1049
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